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Kafa’ah dianggap penting dalam perkawinan karena menyangkut 
kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. Kafa’ah merupakan salah satu 
problem yang menjadi perdebatan di antara para Ulama sejak dahulu kala, karena 
tidak ada dalil yang mengaturnya secara jelas dan spesifik baik dalam Al-Qur’an 
dan Hadis. Permasalahan kufu’ ini juga  melebar ke hal-hal yang mengarah pada 
perjodohan. 
Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Pandangan PKS 
Lampung mengenai konsep Kafa’ah dalam Perkawinan? dan Bagaimana 
Implementasi Perjodohan dalam Perkawinan yang Dilakukan oleh  PKS Lampung 
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan PKS Lampung tentang 
Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan dan untuk mengetahui implementasi 
perjodohan dalam perkawinan yang dilakukan oleh PKS Lampung. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yang 
bersifat deskritif normatif. Data yang digunakan adalah sumber data primer yakni 
data-data dari Kantor DPW PKS Lampung, sumber data sekunder yakni data yang 
diperoleh dari literatur yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang 
peneliti lakukan adalah wawancara, dan dokumentasi. Dalam skripsi ini, penulis 
menarik populasi yaitu populasi terdiri dari pengurus dan anggota PKS yang 
terdiri dari 3 orang. Adapun metode analisa data yang penulis gunakan adalah 
kualitatif dan berfikir secara induktif.  
Hasil Penelitian ini adalah bahwa Pandangan PKS Lampung Mengenai 
Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan yaitu perlu adanya keseimbangan dalam segi 
agama, kedudukan, keturunan, kemerdekaan, dan pekerjaan. Namun yang lebih 
penting yakni keseimbangan dalam segi kualitas agama dan mempunyai 10 sifat 
muwashofat yang sudah diperlajari di majelis taklim PKS.   Hal ini berguna untuk 
memudahkan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, agar tidak adanya 
ketimpangan dan ketidak cocokan. Implementasi perjodohan yang dimiliki oleh 
PKS yaitu Biro Jodoh Islami atau yang disebut Biro Jodoh Samarada. Biro Jodoh 
Samarada adalah Lembaga yang dibuat oleh PKS,  yang berfungsi sebagai wadah 
bagi kader PKS yang sudah mempunyai kartu anggota untuk mencari jodoh yang 
sesuai syariat dan ketentuan  standar kafa’ah PKS. PKS menyediakan melalui RKI 
(Rumah Keluarga Islam) dengan melayani para kader dan anggotanya yang sudah 
menikah berfungsi untuk konseling terhadap ketahanan keluarga dalam 
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                          
                          
    
“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki 
yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita 
yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah 
untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih 
dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka 
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A. Penegasan Judul 
Judul merupakan salah satu bagian penting dan mutlak kegunaannya 
dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah 
sekaligus dapat memberikan gambaran isi yang terkandung di 
dalamnya.Adapun judul skripsi dalam penelitian ini ialah Konsep Kafa’ah 
Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera 
(Studi di DPW PKS Provinsi Lampung). Demi memudahkan pemahaman 
tentang judul skripsi ini, maka penulis akan menguraikan istilah-istilah 
sebagai berikut:  
1. Konsep adalah rancangan ide yang diabstrakan dari peristiwa konkret, 
gambaran mental objek, proses atau apapun yang di luar bahasa yang 
digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.
1
 
2. Kafa‟ah berarti sama, sederajat, sepadan, atau sebanding. Yang dimaksud 
dengan Kafa‟ah di sini adalah pernikahan yang sebanding, baik itu 
kedudukan, kekayaan, maupun akhlak.
2
 
3. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang 
pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
                                                             
1
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Edisi  
keempat, PT Gramedia Pustaka Umum), h. 725. 
2
Ahsin W. Alhafidz, Kamus Fiqh (Jakarta: Amzah, 2013), h. 14 
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4. Pandangan adalah paham, pendapat atau pendirian.4 
Berdasarkan penjelasan beberapa istilah  di atas, dapat ditegaskan 
bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah konsep Kafa‟ah dalam 
Perkawinan menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (Studi di DPW 
PKS Provinsi Lampung). 
B. Alasan Memilih Judul 
Beberapa hal yang mendorong dan memotivasi penulis untuk memilih 
dan membahas judul skripsi ini antara lain: 
1. Secara objektif 
Kafa‟ah merupakan suatu kriteria untuk memilih calon suami dan 
calon istri, tetapi bukan untuk menjadi rukun maupun syarat dalam 
pernikahan. 
2. Secara subjektif 
Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan disiplin 
ilmu yang penulis tekuni di Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga 
Islam, dan tersendinya literatur yang ada untuk membahas penelitian 
dalam hal tersebut. 
 
 
                                                             
3
 Undang-Undang Republik Indoesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Cita Umbara, 2007). h.2 
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C. Latar belakang Masalah 
Manusia adalah makhluk Tuhan yang dilengkapi rasa cinta terhadap 
sesama, selain itu manusia merupakan makhluk biologis dan memiliki hasrat 
serta minat untuk mengembangkan keturunan sebagai tunas atau generasi 
penerus yang akan melanjutkan garis keturunannya.
5
 Untuk melakukan 
hubungan biologisnya tersebut maka pernikahan adalah jalannya. Pernikahan 
adalah terjemah dari 2 kata nakaha dan zawaja, az-zauj merupakan salah satu 
bentuk khas percampuran antar golongan, dan diartikan sebagai pasangan 
dengan lainnya. Az-zaujah artinya wanita pasangan laki-laki dan az-zauj 
adalah pasangan wanita atau biasa disebut dengan suami.
6
 
Golongan Syafi‟iyah berpendapat bahwa nikah menurut arti aslinya 
adalah akad yang menjadikan halal hubungan kelamin antara laki-laki dan 
perempuan, arti menurut majazi adalah setubuh. Sedangkan menurut Abū Al-
Qasim az-Zajjad, Imam Yahya, Ibn Hazm, dan sebagian ahli Ushul dari 
sahabat Abu Hanifah adalah gabungan antara akad dan setubuh. Nikah 
menurut Ulama fiqh, nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk 
memberikan kepada laki-laki hak memiliki penggunaan faraj wanita dan 
seluruh tubuhnya untuk penikmatan sebagai tujuan primer.
7
 
Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai 
jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah 
                                                             
5
M. Al-fatih Suryadilaga, Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai 
Sunnah Nabi, cet I, (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f, 2003), h. 4 
6
Mahmûd Al-Sabagh, Tuntunan Hidup Bahagia Menurut Islam, alih bahasa Burhanuddin 
Fahrudin, cet. III (Bandung: Rosdakarya, 1993), h.1 
7
 Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Pernikahan, Cet. I (Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 2003), h. 116 
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masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam 
mewujudkan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk 
memenuhi kebutuhan seks semata, tetapi ada tujuan-tujuan lain dari 
pernikahan, seperti yang disebutkan Khoiruddin Nasution dalam bukunya 
Hukum Pernikahan I, tujuan pernikahan yang utama adalah untuk 
memperoleh kehidupan yang tenang (سكينة) cinta (مودة) ,dan kasih sayang 
 Tetapi tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat .(رحمة)
terpenuhi, adapun tujuan lain di antaranya yaitu untuk memenuhi kebutuhan 
biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri, dan ibadah.
8
 
Dalam Al-Qur‟an Surat Ar-Rum (30) ayat 21 disebutkan: 
 
                         
                    
  
“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
bagi kaum yang berfikir.” 
 
Pasangan yang serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang 
sakînah, mawaddah dan rahmah. Banyak cara yang dilakukan untuk mencapai 
tujuan tersebut, salah satunya adalah upaya mencari calon istri atau suami 
yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam 
                                                             
8
  Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara 
Muslim Kontemporer, (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005), h. 38 
5 
 




Salah satu permasalahan untuk mencari pasangan yang baik adalah 
masalah Kafa‟ah atau biasa disebut kufu‟ di antara kedua mempelai. Kafa‟ah 
menurut bahasa artinya setara, seimbang atau serasi, serupa, sederajat atau 
sebanding. Kafa‟ah dalam pernikahan menurut hukum Islam yaitu 
keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-
masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.
10
 Kafa‟ah 
dalam perkawinan bisa diartikan dengan kesetaraan antara calon suami dan 
istri. 
Kafa‟ah dianggap penting dalam perkawinan karena ini menyangkut 
kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. Kafa‟ah merupakan salah 
satu problem yang menjadi perdebatan di antara para Ulama sejak dahulu 
kala, karena tidak ada dalil yang mengaturnya secara jelas dan spesifik baik 
dalam Al-Qur‟an dan Hadis. Dalam Islam telah ditegaskan bahwa manusia 
sama di hadapan Allah SWT, hanya ketaqwaan semata yang menjadi ukuran 
bahwa ia mulia atau tidak di sisi Allah SWT.  
Menurut penulis permasalahan kufu‟ dalam sebuah ikatan perkawinan 
bukanlah persoalan yang ringan. Perkawinan itu sendiri tidak hanya sebatas 
hubungan dua orang yang berlainan jenis saja, akan tetapi dampaknya kepada 
sikap dan tujuan hidup di dunia dan akhirat. Di samping itu, perkawinan juga 
                                                             
9
 M Al-Fatih Suryadilaga, Memilih Jodoh, dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga 
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menjadi cikal bakal terciptanya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat 
dan sekaligus menjadi sarana terbentuknya generasi yang salih dan salihah. 
Kehidupan masyarakat sendiri sangat beragam, terkadang kebaikan bisa saja 
bercampur dengan keburukan. Permasalahan kufu‟ sendiri dalam perkawinan 
adalah alat atau sarana untuk menyaring dan sebagai bahan pertimbangan 
agar mendapatkan pasangan hidup yang berkualitas baik fisik, mental dan 
spiritual. 
Banyak Ulama berbeda pendapat mengenai Kafa‟ah, pihak manakah 
yang menjadi standar kufu‟ tersebut, dari pihak laki-laki atau wanita. Selain 
itu para ulama juga berbeda pendapat mengenai faktor apa sajakah yang 
dijadikan standar kekufuan. Sebagian di antaranya menyebutkan nasab, 
merdeka atau budak sahaya, agama, karir (pekerjaan), harta kekayaan dan 
cacat (fisik maupun mental), dan ada pula yang menyebutkan faktor agama 
dan status merdeka saja. Mazhab Hanafî menetapkan standar Kafa‟ah 
menjadi 5 unsur.Yaitu, keturunan (an-Nasab), agama (ad-Dîn), kemerdekaan 
(al-Hurriyah), harta (al-Mal), dan pekerjaan (as-Sina‟ah).
11
 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian 
lebih lanjut tentang konsep kafa‟ah yang ada di PKS. Sebab ditubuh PKS 
sendiri mempunyai standar kafa‟ah yang harus di miliki oleh setiap kader 
PKS yang ingin menikah,. Maka penulis ingin menuangkannya dalam sebuah 
judul skripsi  Konsep Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan 
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Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (Studi di DPW PKS Provinsi 
Lampung). 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana Konsep Kafa‟ah dalam Perkawinan Menurut Pandangan PKS 
Lampung? 
2. Bagaimana Implementasi Perjodohan dalam Perkawinan yang Dilakukan 
oleh  PKS Lampung? 
E.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan dari penelitian ini adalah: 
a. Untuk mengetahui pandangan  PKS Lampung tentang Konsep Kafa‟ah 
Dalam Perkawinan. 
b. Untuk mengetahui implementasi perjodohan dalam perkawinan yang 
dilakukan oleh PKS Lampung 
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah: 
a. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah khasanah ilmu 
pengetahuan dan bacaan, khusunya di pepustakaan UIN Raden Intan 
Lampung mengenai konsep Kafa‟ah dalam perkawinan. 
b. Secara praktis, dapat berguna untuk memenuhi syarat memperoleh 
gelar sarjana pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN 




F. Metode Penelitian 
Metode adalah cara evaluasi, analisis, dan seleksi berbagai alternatif 
cara atau teknik. Metode ilmiah ialah cara menempatkan prinsip-prinsip logis 
terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan. Metode penelitian 
merupakan subagian perencanaan usulan penelitian. Rencana penelitian harus 
logis, diikuti unsur-unsur yang urut, konsisten, dan operasional, menyangkut 
bagaimana penelitian tersebut akan dilakukan.
12
 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang 
dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya, penelitian ini 
berhubungan dengan konsep Kafa‟ah dalam Perkawinan menurut 
Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (Studi di DPW PKS Provinsi 
Lampung). 
2.  Sifat Penelitian 
Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskritif normatif, 
yaitu penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat 
tertentu, individu, gejala, keadaan atau kelompok tertentu.
13
 Dalam 
kaitanya dengan penelitian ini menggambarkan tentang konsep 
Kafa‟ah dalam Perkawinan menurut Pandangan Partai Keadilan 
Sejahtera (Studi di DPW PKS Provinsi Lampung). 
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3.  Sumber Data 
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer 
dan data sekunder, yaitu sebagai berikut: 
a. Data Primer  
Sumber data primer yaitu data-data yang diperoleh langsung 
dari tempat penelitian sumber data primer ini diperoleh dari data-
data yang tepat dari Kantor DPW PKS Lampung sebagai tempat 
penelitian dan pelaksanaanya penelitian tersebut. 
b. Data Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu data yang telah lebih dahulu 
dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari 
peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya 
adalah data yang asli. Data sekunder dapat diperoleh dari instansi-
instansi, perpustakaan, maupun dari pihak lainya.
14
 Dalam hal ini, 
data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui 
data-data dari berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan 
pembahasan yang peneliti lakukan. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Menurut sugiono populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas 
objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
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 Dalam penelitian ini populasinya adalah keseluruhan dari 
kepengurusan DPW PKS Provinsi Lampung. 
b. Sampel 
Menurut Sugiono sampel adalah sebagian dari jumlah dan 
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
16
 Dalam hal ini 
sampel yang diambil berjumlah 3 orang meliputi : 
1. Wakil Sekretaris Umum 1 DPW PKS Lampung 
2. Kepala Bidang Kaderisasi DPW PKS Lampung  
3. Kepala Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPW PKS 
Lampung 
5. Metode Pengumpulan Data 
a. Metode wawancara (interview) 
yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan tanya 
jawab dalam penelitian yang sedang berlangsung secara lisan di 
mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 
langsung mengenai informasi-informasi atau keterangan-keterangan. 




b. Metode Dokumentasi  
yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan 
menelusuri dan mempelajari dokumen-dokumen, berupa berkas-
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berkas yang berhubungan dengan konsep Kafa‟ah dalam Perkawinan 
menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (Studi di DPW PKS 
Provinsi Lampung). Selain itu juga melakukan Studi Kepustakaan 




6. Metode Analisis Data 
Dalam menganalisis data yang penulis gunakan adalah  
metode kualitatif dan berfikir secara induktif. Metode kualitatif yaitu 
metode yang di peroleh dalam bentuk kalimat-kalimat dan aktivitas-
aktivitas pengurus dan anggota. Analisis data ini dilakukan sejak 
pengumpulan data dan dikerjakan secara intens.
19
 
Berpikir induktif adalah suatu proses dalam berpikir yang 
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A. Konsep Perkawinan Dalam Islam 
Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis 
kelamin yang berlainan, yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada 
daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama. Hidup bersama ini 
berakibat sangat penting di dalam masyarakat. Akibat paling dekat ialah 
bahwa dengan hidup bersama antara dua orang manusia ini mereka sekedar 
menyendirikan diri dari anggota-anggota lain dari masyarakat. Akibat lebih 
jauh ialah jika kemudian mereka mempunyai anak-anak, dengan anak-
anaknya itu mereka merupakan keluarga tersendiri.  
Berhubung dengan akibat yang sangat penting inilah dari hidup 
bersama, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan dari hidup bersama 
ini yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan 
dan terhentinya hidup bersama itu. Dan peraturan inilah yang menimbulkan 
pengertian perkawinan, yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan 
seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam 
peraturan tersebut. Dengan ini teranglah, bahwa pengertian perkawinan 
adalah lepas dari pengertian hidup bersama dipandang dari sudut ilmu hayat 
(biologi). Pengertian perkawinan ditentukan oleh hukum yang di tiap-tiap 
13 
 
Negara berlaku mengenai suatu hidup bersama tertentu antara seorang 
perempuan dan seorang laki-laki.
21
 
Kemudian  Al-quran menjelaskan  bahwa hidup berpasang-pasangan, 
hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk 
manusia, sebagaimana Firman-Nya dalam surat Az-Zariyat ayat 49. 
               
“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu 
mengingat kebesaran Allah.” 
 
Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah suatu fitrah manusia 
dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan 
nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada 
masyarakat. Perkawinan di samping merupakan proses alami tempat 
bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar di antara mereka 
mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci 
antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya.
22
 
Perkawinan pula memilki dimensi ibadah di dalamnya, untuk itu 
perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang 
menjadi tujuan perkawinan dapat terpenuhi. Memperhatikan tujuan 
perkawinan yang begitu mulia dan mengangkat nilai harkat martabat 
manusia, keturunan yang sah dan mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan 
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dalam rumah tangga. Hal ini tentunya perlu dilakukan tahapan-tahapan dalam 




Melalui perkawinan kententraman hidup dapat diperoleh seseorang, 
manakala orang itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu kehidupan 
lahiriyah maupun batiniah. Kebutuhan hidup yang diperoleh melalui 
pernikahan ada beberapa macam yaitu:  
1) Kebutuhan biologis (Syahwat) 
2) Kebutuhan materi (Kebendaan) 
3) Kebutuhan Psikologis 
4)  Kebutuhan ibadah dan pahala 
5)  Kebutuhan amar ma‟ruf nahi mungkar.24  
Selain untuk memenuhi kebutuhan lahiriyah dan batiniah, perkawinan 
juga dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat diartikan bahwa 
perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan 
begitu saja. Namun, perkawinan dapat putus dengan adanya  perceraian. Hal 
tersebut dapat terjadi, apabila peceraian merupakan jalan terakhir setelah 
upaya damai tidak dapat ditempuh lagi.
25
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1. Pengertian Perkawinan 
Menurut bahasa, kawin berarti penggabungan dan percampuran.
26
 
Sebutan lain untuk perkawinan adalah Az-zawaj, kata Az-zawaj 
(perkawinan) dari akar zawwaja dengan tasyid waw. Kata zawj yang 
diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan.
27
 
Secara harfiah kata Az-zawaj berarti mengawinkan, mencampuri, 
menemani, mempergauli, menyertai, dan memperistri.
28
 
Secara terminologi, perkawinan menurut mazhab Maliki adalah akad 
yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita. Dengan akad 
tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina). Menurut 
mazhab Syafi‟i perkawinan adalah akad yang didalamnya terdapat lafazh 
perkawinan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur. 
Perkawinan menurut Abu Hanifah adalah akad yang dilakukan untuk 
dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang 
dilakukan dengan sengaja. Pengukukan yang dimaksud adalah suatu 
pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuat syariah bukan sekedar 
pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling memuat „aqad 
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Sedangkan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan adalah 
akad yang sangat kuat ( mistaqan ghalidan ) untuk mentaati perintah Allah 
dan melaksanakannya merupakan ibadah.
30
 
Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuh-
tumbuhan.
31
 Perkawinan merupakan sunnatullah yang pada dasarnya 
adalah mubah tergantung kepada tingkat mashlahatnya. Oleh karena itu, 
Imam Izzudin Abdussalam membagi menjadi tiga bagian, yaitu : 
a. Mashlahat yang diwajibkan oleh Allah Swt, bagi hamba-Nya. 
Mashlahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada fadhil (utama), 
afdhal (paling utama) dan mutawasitth (tengah-tengah). Mashlahat 
yang paling utama adalah mashlahat yang pada dirinya terkandung 
kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat 
mendatangkan kemashlahatan yang paling besar, kemashlahatan jenis 
ini wajib dikerjakan. 
b. Mashlahat yang disunnahkan oleh syar‟i kepada hamba-Nya demi 
untuk kebaikannya, tingkat mashlahat paling tinggi berada sedikit 
dibawah tingkat mashlahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan 
kebawah, mashlahat sunnah akan sampai pada tingkat mashlahat yang 
ringan yang mendekati mashlahat mubah. 
c. Mashlahat Mubah bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari 
kandungan nilai mashlahat atau penolakan terhadap mafsadah. 
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Mashlahat mubah dapat dirasakan secara langsung, sebagian 
diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemashlahatannya dari 
sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.
32
 
Berdasarkan definisi ini dan definisi dari keempat mazhab diatas, 
jelas bahwasanya yang menjadi inti pokok perkawinan adalah „aqad 
(perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita 
dengan calon mempelai pria.Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab 
dalam arti yang luas, telah menjadi pada saat „aqad nikah itu, disamping 
penghalalan bercampur keduanya sebagai suami isteri.  
Menurut Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 
merumuskan bahwa ikatan suami isteri berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak 
dapat melepaskan dari agama yang dianut suami isteri. Hidup bersama 
suami isteri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya 
hubungan seksual tetap pada pasangan suami isteri, tetapi dapat 
membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman 
dan harmonis antara suami isteri.  
Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki 
dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia Pasal 1 
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memberikan devinisi bahwa 
perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang Pria dan seorang 
wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
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Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  tentang Perkawinan tidak 
mengenal adanya rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan ini 
hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. 
Hal ini diatur dalam Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan dari pasal 6 
sampai 12. UUP melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut 
persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan 
perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat 
menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri.  
Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, KHI ketika membahas 
rukun dan syarat perkawinan lebih cenderung mengikuti sistematika fikih, 
yakni dengan mengaitkan unsur rukun dan syarat. Hal ini sebagaimana 
diatur dalam Bab IV tentang  Rukun dan Syarat Perkawinan dari pasal 14 
hingga pasal 29. Kendatipun KHI menjelaskan lima rukun perkawinan 
sebagaimana fikih, ternyata dalam uraian persyaratannya KHI mengikuti 
Undang-undang Perkawinan yang melihat syarat hanya berkenaan dalam 
persetujuan kedua calon mempelai dan batasan umur. Namun, pada pasal-
pasal berikutnya juga dibahas tentang wali, saksi, akad nikah, dengan 
sistematikanya diletakkan pada bagian yang terpisah dari pembahasan 
rukun, dimana hal ini tidak mengikuti skema fikih juga tidak mengikuti 
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Undang-undang Perkawinan yang hanya membahas persyaratan 
perkawinan menyangkut kedua calon mempelai. 
2. Dasar Hukum Perkawinan 
1). Dasar Hukum menurut Al-Qur‟an 
Berkaitan dengan dasar hukum perkawinan, Al-Qur‟an telah 
membicarakan dalam beberapa ayat, yaitu sebagai berikut : 
a). QS. Al-A‟raf: 189. 
             
            
         
“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya 
dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka 
setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang 
ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian 
tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada 
Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi 




Ayat diatas menjelaskan bahwa Dialah, Allah, yang menciptakan 
kalian dari satu nafs (jiwa). Lalu dijadikanlah istri dari jenis nafs tadi 
sehingga lahirlah kemudian keturunan-keturunannya. Kalian pun 
kemudian menjadi suami istri. Dengan bercampurnya kalian, sang istri 
mengandung kandungan yang ringan saat janin masih berbentuk 
'alaqah dan mudlghah. 
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Karya Insan  Indonesia, 2002), h. 235. 
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b). QS. An-Nur (24) : 32 
                   
                     
“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan 
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang 
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka 
miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah 
Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”
35
 
Ayat di atas menjelaskan, bahwa bantulah laki-laki dan wanita-
wanita di antara kalian yang belum kawin untuk menjauhi perbuatan 
zina dan segala yang mengarah kepadanya dengan cara mengawinkan 
mereka. Begitu pula bantulah budak-budak kalian yang saleh untuk 
kawin. Jangan sampai perbudakan menghalangi perkawinan. 
Sesungguhnya Allah akan menyediakan segala fasilitas hidup terhormat 
bagi orang yang menghendaki kesucian dirinya. Karunia Allah amatlah 
luas seberapa pun keperluan manusia. Dia Maha Mengetahui segala niat 
dan segala yang terjadi di alam raya ini.
36
 
c). QS. An-Nahl: 72 
           
          
   
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“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan 
menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-
cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah 




Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menjadikan untuk kalian 
wahai manusia pasangan-pasangan hidup dari jenis kalian sendiri yang 
dengan mereka kalian hidup tenang. Allah menjadikan untuk kalian dari 
pasangan-pasangan kalian itu anak-anak dan cucu-cucu. Allah memberi 
kalian rezeki dalam bentuk makanan seperti daging, biji-bijian dan 
buah-buahan yang baik. Apakah mereka beriman kepada kebatilan 
berupa berhala dan patung (yang disembah) sedangkan kepada nikmat-
nikmat Allah yang tidak sanggup mereka hitung mereka mengingkari, 
tidak mensyukuri Allah dengan beriman kepada-Nya semata. 
2). Dasar hukum menurut Al-Hadist 
:قَاَل بَ ْعُضُهمْ  َصلى اهلل َعَلْىِه َو َسَلماَنَّ نَ َفرًا ِمْن َاْصَحاِب النَِّبِّ   َعْن اََنس    
الَ اَتَ َزوَُّج. َو قَاَل بَ ْعُضُهْم: ُاَصلِّى َو اَل اَنَاُم. َو قَاَل بَ ْعُضُهْم: َاُصْوُم َو اَل  
اُْفِطُر، فَ بَ َلَغ ذِلَك النَِّبَّ ص فَ َقاَل: َما بَاُل اَقْ َوام  قَاُلْوا َكَذا َو َكَذا. لِكّّن 
الّنَساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَِِّت فَ َلْيَس  َاُصْوُم َو اُْفِطُر َوُ َصلِّى َو اَنَاُم َو اَتَ َزوَّجُ 
 ِمّّن ) امحد والبخارى و مسلم(
“Dari Anas bahwasannya ada sebagian sahabat Nabi SAW yang berkata: 
“aku tidak akan kawin”, sebagian lagi berkata, “aku akan sholat terus-
meneurs dan aku tidak akan tidur”, dan sebagian lagi berkata, “aku akan 
berpuasa terus-menerus”. Kemudian hal itu sampai kepada Nabi SAW, 
maka beliau bersabda, “Bagaimanakah keadaan kaum itu, mereka 
mengatakan demikian dan demikian, padahal aku berpuasa dan berbuka, 
sholat dan tidur, dan akupun mengawini wanita. Maka barangsiapa yang 
                                                             
37
Ibid, h. 374. 
22 
 




Dalam Hadist di atas jelas adanya larangan dari Nabi SAW untuk 
melakukan selibat, meskipun alasannya dibungkus dengan alasan religius. 
Bahkan dalam hadist lainnya, Nabi SAW menyatakan bahwa kesempurnaan 
terletak pada pernikahan. 
َعْن اََنس  رَ ضِ َى اهللُ َعنهُ  اَنَّ َرُسْوَل اهلِل َصلى اهلل َعَلْىِه َو َسَلم قَاَل: َمْن َرَزَقُه 
 اهللُ اْمرَأًَة َصاِلَِة فَ َقدْ  اََعانَُه َعَلى َشطْ ِر ِديِْنِه، فَ ْلَيتَِّق اهلَل ِِف الشَّْطِر اْلَباقىِ 
 )لطرباىن ِف االوسط و اِلاكم. و قال اِلاكم صحيح االسنا د(
“Dari Anas RA, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, “Barang 
Siapa yang Allah telah memberi rezeki kepadanya berupa istri yang 
shalilah, berarti Allah telah menolongnya pada separuh agamanya. Maka 
bertaqwalah kepada Allah untuk separuh sisanya. (HR. Tabrani didalam Al-
Ausath, dan Hakim. Hakim berkata shahih sanadnya)”. 
Ini berarti bahwa pernikahan merupakan ladang bagi kita untuk dapat 
meningkatkan ketakwaaan dan amal ibadah kita kepada Allah SWT. Banyak 
sekali kebaikan yang bisa kita lakukan dalam sebuah pernikahan, misalnya, 
memberikan nafkah kepada keluarga kita dianggap sebagai sedekah yang 
mendapatkan pahala. 
ْيِن، فَ ْلَيتَِّق اهلَل  قَاَل َرُسْوُل اهلِل ص: ِاَذا تَ َزوََّج اْلَعْبُد فَ َقِد اْسَتْكَمَل ِنْصَف الدِّ
 ِِف النِّْصِف اْلَباِقى  )رواية البيهقى(
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“Rasulullah SAW berdabda, “ Apabila seorang hamba menikah, berarti dia 
telah menyempurnakan sepearu agamanya , maka hendaklah dia bertaqwa 
kepada Allah pada separu sisanya (H.R. Baihaqi).” 
Ayat-ayat Al-Qur‟an dan sabda Nabi Saw di atas mengenaidasar 
hukum perkawinan oleh para fuqaha dijadikan dasar wajibnya menikah, 
namun hukum perkawinan tersebutdapat berubah menurut ahkamal-
khamsah (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan. 
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad 
yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk mentaati perintah Allah 
dan melaksanakannya merupakan ibadah.
39
 Banyak perintah Allah dalam 
al-Qur‟an untuk melaksanakan perkawinan.  
Dari begitu banyaknya suruhan Allah untuk melaksanakan 
perkawinan itu maka perkawinan itu adalah perbuatan yang lebih 
disenangi Allah untuk dilakukan. Atas dasar ini hukum perkawinan itu 
menurut pandangan Jumhur Ulama. Hal ini berlaku secara umum. Namun 
karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang 
melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang 
melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rincian 
jumhur ulama menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan 
orang-orang tertentu, sebagai berikut: 
1) Sunnat bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, talah 
pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk 
melangsungkan perkawinan. 
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2) Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum 
berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan 
juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk 
perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, 
berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya. 
3) Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan 
untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin; ia khawatir 
akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak kawin.
40
 
4) Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan 
syara‟ untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu 
tidak akan mencapai tujuan syara‟, sedangkan dia meyakini 
perkawinan itu akan merusak pasangannya. 
5) Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan 
untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan 
kemudaratan apa-apa kepada siapa pun.
41
 
3.  Rukun Dan Syarat Perkawinan 
Rukun dan syarat menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan dari 
segi hukum. Sehingga baik rukun dan syarat keduanya harus dipenuhi agar 
suatu perbuatan hukum dikatakan sah. Dalam ilmu Ushul Fiqh, syarat 
bermakna sesuatu yang mesti ada untuk menentukan sah atau tidaknya 
suatu pekerjaan (ibadah).  Tatapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 
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rangkaian pekerjaan itu, sedangkan rukun adalah sesuatu yang mesti ada 
yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu 
itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat ada yang berkaitan 
dengan rukun dan ada pula syarat yang berdiri sendiri dalam arti tidak 
merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun. 
Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain 
yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang 
mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah: 
a. Mempelai laki laki; 
b. Mempelai perempuan; 
c. Wali; 
d. Dua orang saksi; 
e. Shigat ijab kabul.42 
Dari lima rukun nikah tersebut yang paling penting ialah Ijab Kabul. 
Ijab Kabul adalah ucapan dari orang tua atau wali untuk menikahkan 
putrinya kepada sang calon mempelai pria, antara yang mengadakan 
dengan yang menerima akad sedangkan yang dimaksud dengan syarat 
perkawinan  ialah  syarat yang bertalian degan rukun-rukun perkawinan, 
yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. 
Berikut syarat-syarat yang melekat pada rukun-rukunnya 
1) Mempelai Laki-laki: 
a) Bukan mahram dari calon istri; 
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b) Tidak terpaksa dan aras kemauan sendiri; 
c) Orangnya tertentu, jelas orangnya; 
d) Tidak sedang ihram. 
2) Mempelai Wanita: 
a) Tidak ada halangan  syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, 
tidak sedang dalam iddah; 
b) Merdeka, atas kemauan sendiri; 
c) Jelas orangnya; dan 
d) Tidak sedang berihram. 
3) Wali : 
a) Laki-laki; 
b) Baligh; 
c) Waras akalnya; 
d) Tidak dipaksa; 
e) Adil; dan 
f) Tidak sedang ihram. 
4) Syarat-syarat Saksi : 
a) Laki-laki; 
b) Baligh; 
c) Waras akalnya; 
d) Adil; 
e) Dapat mendengar dan melihat; 
f) Bebas, tidak dipaksa; 
27 
 
g) Tidak sedang mengerjakan ihram;  
h) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab kabul.  
5)   Shigat (bentuk akad) hendaknya dilakukan dengan bahasa yang 
dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, 
dan saksi, shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang 
menunjukan waktu akad dan saksi.
43
 Shigat hendaknya 
mempergunakan ucapan yang menunjukan waktu lampau, atau salah 
seorang mempergunakan kalimat yang menunjukan waktu yang akan 
datang. 
Mempelai laki-laki dapat meminta kepada wali pengantin 
perempuan dengan ucapan “Kawinkanlah saya dengan anak 
perempuan Bapak “Kemudian dijawab “Saya kawinkan dia (anak 
perempuannya) denganmu. Permintaan dan jawaban itu sudah berarti 
perkawinan. Di antara wali yang dapat menjadi wali bagi calon 
mempelai wanita adalah sebagai berikut : 
(1) Ayahnya. 
(2) Kakeknya atau ayah dari ayahnya terus ke atas. 
(3) Anak laki-lakinya, cucunya terus ke bawah. 
(4) Saudara laki-laki sekandung (seayah dan seibu). 
(5) Saudara laki-laki seayah. 
(6) Anak laki-laki dari saudara laki-laki, baik sekandung maupun 
seayah. 
                                                             
43
H.M.A. Tihami, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap cet ke-2, (Jakarta: 
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(7) Paman (saudara kandung ayah). 
(8) Paman dari saudara seayah dengan ayahnya. 
(9) Anak laki-laki dari paman (sekandung dengan ayah atau 
hanya seayah dengan ayahnya. 
(10) Laki-laki terdekat dari saudaranya yang ada, di lihat dari 
garis ahli warisnya. 
(11) Majikan yang memerdekakannya. 
(12) Orang yang berkuasa yang dapat dipercayainya (hakim).
44
 
Shigat itu hendaknya terikat dengan batasan tertentu supaya 
akad itu dapat berlaku. Misalnya, dengan ucapan: “Saya nikahkan 
engkau dengan anak perempuan saya”. Kemudian pihak laki-laki 
menjawab:”Ya saya terima”. Akad ini sah dan berlaku. Akad 
yang bergantung kepada syarat atau waktu tertentu, tidak sah. 
Dari uraian di atas menjelaskan bahwa akad nikah atau perkawinan 
yang tidak dapat memenuhi syarat dan rukunnya menjadikan perkawinan 
tersebut tidak sah menurut hukum. 
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 
a). Tujuan Perkawinan 
Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah 
SAW yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan 
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ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu, pada batang tubuh ajaran 
fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan yakni: 
1) Rub‟ al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku makhluk 
dengan khaliknya.  
2)  Rub‟al-muamalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas 
pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya 
sehari-hari. 
3) Rub‟al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam 
lingkungan keluarga  
4) Rub‟ al-jinayayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib 
pergaulan yang menjamin ketenteramannya.
45
 
Salah satu fitrah manusia adalah melaksanakan perkawinan 
dengan  jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan tuntutan naluri 
manusia yang Asasi, artinya melakukan akad nikah melalui jenjang 
perkawinan bukan dengan cara yang tidak di Ridhai oleh Allah SWT. 
Perkawinan juga sebagi bentuk untuk membentengi akhlak yang luhur, 
untuk menegakkan rumah tangga yang Islami dan untuk meningkatkan 
ibadah kepada Allah. 
Perkawinan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subjek 
untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi 
keluarga adalah menjadi pelaksanaan pendidikan yang paling 
menentukan. Sebab keluarga salah satu di antara lembaga pendidikan 
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informal, ibu-bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya 
dengan segala pelakuan yang diterima dan dirasakannya,dapat menjadi 
dasar pertumbuhan pribadi/kepribadian sang putra-putri itu sendiri. 
46
 
Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) 
antara seorang pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi 
perdata diantaranya adalah: a) kesukarelaan, b) persetujuan kedua belah 
pihak, c) kebebaan memilih, d) darurat.
47
 
Tujuan dari perkawinan sebagai bentuk untuk mewujudkan 
keluarga yang Islam yaitu terbentuk dalam keterpaduan antara 
ketenteraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang 
(rahmah) yaitu terdiri dari istri yang patuh dan setia, suami yang jujur 
dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah 
lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat serta 
kerabat yang saling membina silaturahmi dan tolong-menolong. Hal ini 
dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut 
mengetahui hak dan kewajibannya.
48
 
Sulaiman Al-Mufarraj, dalam bukunya Bekal Pernikahan, 
menjelaskan bahwa ada 15 tujuan perkawinan, yaitu: 
1) Sebagai ibadah dan meekatkan diri pada Allah Swt. Nikah juga 
dalam rangka taaat kepada Allah Swt. Dan rasul-Nya; 
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2) Untuk „iffah (menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang ; ihsan 
(membentengi diri) dan mubadho‟ah (bisa melakukan hubungan 
intim); 
3) Memperbanyak umat Muhammad SAW 
4) Menyempurnakan agama; 
5) Menikah termasuk sunnahnya para utusan Allah; 
6) Melahirkan anak yang dapat meminta pertolongan Allah untuk 
ayah dan ibu mereka saat masuk surga; 
7) Menjaga masyarakat dari keburukan, runtuhnya moral, perzinaan, 
dan lain sebagainya; 
8) Legalitas untuk melakukan hubungan intim, menciptakan tanggung 
jawab bagi suami dan memimpin rumah tangga, memberikan 
nafkah dan membantu istri di rumah; 
9) Mempertemukan tali keluarga yang berbeda sehingga 
memperkokoh lingkaran keluarga; 
10) Saling mengenal dan menyayangi; 
11) Menjadikan ketenangan kecintaan dalam jiwa suami dan istri; 
12) Sebagai pilar untuk membangun rumah tangga Islam yang sesuai 
dengan ajaran-Nya terkadang bagi orang yang tidak menghiraukan 
kalimat Allah swt. maka tujuan nikahnya akan menyimpang; 
13) Suatu tanda kebesaran Allah Swt. kita melihat orang yang sudah 
menikah, awalnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya, 
32 
 
tetapi, dengan melangsungkan tali pernikahan hubungan keduanya 
bisa saling mengenal dan sekaligus mengasihi; 
14) Memperbanyak keturunan umat Islam dan menyemarakkan bumi 
melalui proses pernikahan; 




b). Hikmah Perkawinan 
Perkawinan menjadikan proses keberlangsungan hidup 
manusian di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi. Perkawinan 
juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan 
berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang 
dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas di 
dalam rumah tangga. Adapun hikmah dalam perkawinan yaitu: 
1) Mampu menjaga keberlangsungan hidup manusia dengan jalan 
berkembang biak dan berketurunan. 
2) Mampu menjaga suami isteri terjerumus dalam perbuatan nista dan 
mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu 
yang diharamkan. 
3) Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-
duduk dan bercengkrama. 
4) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan 
tabiat kewanitaan yang diciptakan.
50
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5.  Batalnya Perkawinan  
Pembatalan perkawinan adalah pembatalan suami istri sesudah 
dilangsungkannya akad nikah. Oleh karena itu, akan dikaji mengenai 
langkah-langkah pembatalan setelah perkawinan selesai dilangsungkan 
dan diketahui adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi.
51
 Menurut 
Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang terjadi 
dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai Undang-Undang.
52
  
Menurut Undang-Undang perkawinan, pada prinsipnya perkawinan 
dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk 
melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 Pasal 22: 
 Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-
syarat untuk melangsungkan perkawinan.  
 
Pembatalan perkawinan merupakan tindakan Putusan pengadilan 
yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, 
akibatnya ialah perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Dalam hukum 
islam batalnya perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dan 
rukun perkawinan, batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut 
juga dengan (فسح) fasakh. 
Fasakh berasal dari bahasa arab yakni memcabut sesuatu yang 
sudah sah dan formal fasakh disyariatkan dalam rangka menolak 
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kemudharatan. Sedangkan menurut Imam Syafi‟i dan Hambali fasakh 
yaitu berpisahnya salah seorang pasangan suami istri karena cacat, 
perceraian kerena berbagai kesulitan (i‟sar) suami, pisah karena li‟an, 
salah seorang suami istri murtad, perkawinan itu rusak (fasad), dan tidak 
ada kesamaan status (kufu). 
Fasakh menurut mazhab Hanafi ialah pisah karena suami istri 
murtad, perceraian karena perkawinan itu fasad (rusak), dan perpisahan 
karena tidak seimbangnya status (kufu) atau suami tidak dapat ditemukan. 
Fasakh menurut mazhab Maliki ialah terjadinya li‟an, fasadnya 
perkawinan, dan salah seorang pasangan tersebut murtad.
53
 Fasakh bisa 
terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad 
nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan 
kelangsungan perkawanian. 
Pada prinsipnya perkawinan dapat dituntut pembatalannya oleh 
orang-orang tertentu. Pembatalan tersebut yang dilakukan oleh orang harus 
berdasarkan keadaan tertentu sesuai dengan peraturan Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang pada garis besarnya. 
Selain hal-hal tersebut hal-hal lain yang menyebabkan batalnya 
perkawinan (fasakh), yaitu sebagai berikut: 
1) Karena ada balak (penyakit belang kulit) 
2) Karena gila 
3) Karena Penyakit Kusta  
4) Karena ada penyakit menular, seperti sipilis, TBC, dan lain sebagainya 
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5) Karena ada daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang 
menghambat maksud perkawinan (bersetubuh). 
6) Karena „unnah, yaitu zakar laki-laki impoten (tidak hidup untuk ijma‟) 
yang menyebabkan seorang laki-laki yang menyandangnya tidak 
mampu melaksanakan tugas seksualnya. Dalam keadaan seperti itu, 




7) Perkawinan yang dilakukan oleh wali dengan laki-laki yang bukan 
jodohnya, misalnya: budak dengan orang merdeka atau orang yang 
berzina dengan orang yang terpelihara. 
8) Suami tidak mampu memulangkan istrinya, dan tidak pula 
memeberikan belanja sedangkan istrinya itu tidak rela. 
9) Suami miskin, setelah jelas kemiskinannya yang diketahui oleh 
beberapa orang saksi yang dapat dipercaya. Artinya suami benar-benar 
tidak mampu lagi memberi nafkah sekalipun itu pakaian yang 
sederhana dan tempat tinggal, atau ia tidak mampu membayar 
maharnya sebelum mencapuri istrinya.
55
 
10) Waktu akad nikah berlangsung suatu kewajaran, kemudian ternyata 




Kafa‟ah yang menjadi perbincangan hampir di semua kitab fiqh sama 
sekali tidak disinggung oleh UU Perkawinan dan disinggung sekilas dalam 
KHI pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan. Memang pada 
dasarnya kafa‟ah tidak diatur secara terperinci dalam al-Quran dan al-Hadits, 
sehingga mengakibatkan perselisihan diantara para imam madzhab dalam 
menetapkan ketentuan kafa‟ah, apakah seorang pria itu sederajat dengan 
wanita yang hendak dinikahinya atau tidak. Hal ini disebabkan perbedaan 
pemikiran, latar belakang dan kondisi dimana mujtahid itu hidup. 
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Penentuan kafa‟ah merupakan hak laki-laki untuk mempertimbangkan 
bagaimana latar belakang perempuan yang hendak dinikahinya. Sebab 
perempuan itu yang akan melahirkan keturunan darinya. Tidak menafikan 
pula bahwa penentuan kafa‟ah juga menjadi hak perempuan, sehingga apabila 
dia akan dinikahkan oleh walinya dengan orang yang tidak se-kufu dia dapat 
menolak atau tidak memberikan izin untuk dinikahkan oleh walinya. 
Sebaliknya dapat pula dikatakan sebagai hak wali yang akan menikahkan, 
apabila si anak perempuan kawin dengan lakilaki yang tidak se-kufu wali 




Dalam hal kedudukannya, kafa‟ah dalam perkawinan dipahami berbeda 
oleh para ulama. Jumhur ulama termasuk Imam Maliki, Imam Syafi‟i dan 
Imam Hanafi dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa kafa‟ah 
tidak  termasuk syarat dalam pernikahan dalam arti kafa‟ah hanya semata 
keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak se-kufu Alasan yang 
mereka gunakan ialah firman Allah dalam Q.S Al- Hujurat (49) ayat 13: 
 
                                 
                   
 
“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan 
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang 
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa 
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diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Mengenal.” 
 
Pemilihan jodoh menurut agama harus melewati suatu aturan dan 
berbagai pertimbangan yang harus dipikirkan oleh seseorang yang akan 
menjalani pernikahan. Pada prinsipnya kafa‟ah dalam perkawinan menjadi 
faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan dapat 
juga menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan 
rumah tangga. 
Perihal kafa‟ah bukanlah hal yang baru dalam Islam. Kitab-kitab fiqh 
yang mencover pemikiran-pemikiran hukum Islam telah mengakomodir 
mengenai konsep kafa‟ah. Namun, masalah kafa‟ah ini masih banyak 
menyisakan kontroversi di antara imam madzhab. Baik dari segi ukuran yang 
dipakai maupun kedudukannya sebagai syarat pernikahan. Dan hal itu akan 
menghasilkan implikasi yang berbeda pula.
57
 
1. Pengertian Kafa‟ah 
Kafa‟ah berasal dari Bahasa Arab dari kata وفئ berarti sama atau 
setara. Secara etimologi Kafa‟ah berarti sebanding, setara, serasi, dan 
sesuai. Kata kufu atau Kafa‟ah dalam perkawinan adalah menganjurkan 
sama atau seimbang antara calon suami dengan calon istri sehingga 
masing-masing tidak merasa berat jika akan melangsungkan perkawinan. 
Sebanding disini diartikan sama kedudukannya, sebanding dalam tingkat 
sosial dan sederajat dalam hal akhlak, serta harta kekayaan.
58
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Adapun kata sebanding atau sepadan disini mempunyai tujuan untuk 
menjaga keselamatan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk 
syarat sah pernikahan. Hanya saja hak bagi wali dan perempuan untuk 
mencari jodoh yang sepadan.
59
 
Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat ulama 
tentang pengertian Kafa‟ah dalam perkawinan. Adapun perbedaannya 
sebagai berikut :  
a. Menurut Ulama Hanafiyah, Kafa‟ah adalah persamaan laki-laki dan 
perempuan dalam perkara-perkara tertentu, yaitu nasab, islam, 
pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan daan harta.  
b. Menurut Ulama Malikiyah mengartikan Kafa‟ah adalah kesamaan 
dalam dua perkara, yaitu ketakwaan dan selamat dari cacat yang 
memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap 
suami.  
c. Menurut Ulama Syafi‟iyah mengartikan Kafa‟ah adalah persamaan 
suami dengan istri dengan kesempurnaan atau kekurangannya (selain 
perkara yang selamat dari cacat). Kemudian hal yang perlu 
dipertimbangkan adalah nasab, islam, merdeka dan pekerjaan.  
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d. Menurut Ulama Hanabilah mengartikan Kafa‟ah adalaah persamaan 




Makna Kafa‟ah menekankan arti keseimbangan, keharmonisan dan 
keserasian terutama dalam hal agama yaitu dalam hal akhlak dan ibadah. 
Kafa‟ah jika diartikan persamaan dalam hal harta kekayaan atau status 
sosial kebangsawanan maka akan sama dengan sistem kasta. Dalam Islam 
tidak dibenarkan sistem kasta karena semua manusia sama disisi Allah 
SWT kecuali dalam hal ketakwaannya.
61
 Hal ini sesuai dengan firman 
Allah dalam Surat Al-Hujurat (49) Ayat 13 
                            
                         
“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa 
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya 
orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang 





Kafa‟ah dalam perkawinan adalah tuntutan tentang kesetaraan 
sepasang suami istri untuk menghindari timbulnya aib dalam hal tertentu. 
Menurut ulama malikiyah kesetaraan disini yang dimaksud adalah 
kesetaraan dalam hal agama dan kondisi. Sedangkan Jumhur Ulama 
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mengartikan kesetaraan dalam hal agama, nasab, kebebasan, dan 
pekerjaan. Kemudian Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menambahkan 
aspek kesetaraan dalam harta kekayaan.
63
 
Di dalam Al-qur‟an tidak diterangkan secara jelas mengenai konsep 
Kafa‟ah. Sehingga hal ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan 
ulama. Ulama empat mazhab yakni Ulama Hanafiyah, Malikiyah, 
Syafi‟iyah, dan Hanabilah menganggap penting mengenai konsep 
Kafa‟ah. Sedangkan Ibnu Hazm mempunyai pendapat bahwa konsep 
Kafa‟ah itu tidak penting dalam sebuah perkawinan. Menurut beliau 
asalkan orang Islam tidak melakukan zina maka dia berhak menikah 
dengan wanita yang tidak berzina.
64
 
Kafa‟ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon pendamping 
hidup bukan tanpa sebab. Kafa‟ah dalam perkawinan merupakan faktor 
mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin 
keselamatan dalam melewati bahtera dalam rumah tangga perkawinan.
65
 
Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Majah, AlBaihaqi 
dan Ad-Daruqutni, dari Aisyah RA bersabda bahwa:  
Dari Aisyah RA berkata : Rasulullah bersabda : Pilihlah wanita sebagai 
wadah untuk menumpahkan nutfahmu, carilah mereka yang sekufu 
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Dari beberapa keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa Hadist 
Nabi Muhammad SAW yang berbunyi : 
Dari Abu Hurairah RA berkata: bahwa Rasulullah SAW bersabda 
“Wanita dinikahi karena empat hal; hartanya, nasabnya, kecantikannya 





Nabi Muhammad SAW menerangkan sebuah hadist mengenai 
kriteria wanita yang bisa dinikahi Pemilihan istri dari segi harta kekayaan, 
dari segi nasabnya, dari kecantikkannya, dan dari agamanya. 
Kafa‟ah terjadi ketika antara seorang calon suami dan calon istri 
sebelum terjadinya akad nikah. Hal ini di sebabkan peninjauan kembali 
pada kedua  belah pihak calon pasangan. Apabila Kafa‟ah ini terjadi 
setelah akad nikah, dan terjadi perbedaan identitas yang dikemukakan 
sebelum terjadiya perkawinan maka akadnya boleh di batalkan. 
Orang yang berhak memberikan ukuran Kafa‟ah adalah pihak 
perempuan dan walinya. Para Fuqoha mempunyai alasan mengenai ini 
yakni yang pertama, apabila terjadi tidak kesekufuan antara suami dan istri 
dan adanya aib, itu lebih menjurus kepada pihak perempuan. Di karenakan 
seorang laki-laki tidak akan turun status sosialnya karena menikahi 
perempuan yang status sosialnya lebih rendah. Alasan kedua, Rasulullah 
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SAW pernah menikahi seorang perempuan Yahudi yang masuk Islam. 
Perempuan tersebut bernama Safiyyah Huyaiyyi.
68
 
2. Dasar Hukum Kafa‟ah 
Tujuan dari kafa‟ah adalah untuk menghindari celaan yang terjadi 
apabila pernikahan dilangsungkan antara sepasang pengantin yang tidak 
se-kufu (sederajat) dan juga demi kelanggengan kehidupan pernikahan, 
sebab apabila kehidupan sepasang suami istri sebelumnya tidak jauh 
berbeda tentunya tidak terlalu sulit untuk saling menyesuaikan diri dan 
lebih menjamin keberlangsungan kehidupan rumah tangga.
69
 Berikut ini 
dasar hukum kafa‟ah :  
a. QS. Al-Maidah ayat 5 
                       
                          
                          
                         
        
“Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) 
orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu 
halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang 
menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-
wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al 
Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka 
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dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak 
(pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah 
beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah 
amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”
70
 
Ayat di atas menerangkan bahwasanya dihalalkannya untuk 
menikahi wanita-wanita yang merdeka yang memelihara kehormatannya. 
Menurut Ibnu Jarir istilah muhsanat dari lafad di atas adalah wanita-wanita 
yang merdeka dengan demikian bisa diartikan dengan al-hurrah artinya 
wanita yang merdeka 
b. QS. An-Nur (24) ayat 26  
                        
                          
     
“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki 
yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita 
yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah 
untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih 
dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka 
ampunan dan rezki yang mulia (surga)”.
71
 
c. QS. Al-Baqarah ayat 221   
                         
                       
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                         
                         
“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita 
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan 
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka 
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang 
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, 
sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia 
supaya mereka mengambil pelajaran.”
72
 
c.  Kriteria Kafa‟ah  
Mayoritas Ulama sepakat menempatkan diyanah (agama) sebagai 
kriteria kafa‟ah. Konsensus itu didasarkan pada Q.S As-Sajdah ayat 18 
                
“Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? 
mereka tidak sama.” 
 
Ayat yang menerangkan mengenai kadar kemuliaan seseorang 
hanyalah ditinjau dari sisi ketaqwaannya. Tetapi dalam ketentuan lain para 
ulama berbeda persepsi dalam menentukan kriteria yang digunakan dalam 
kafa‟ah. 
Menurut ulama empat Mazhab dalam ukuran Kafa‟ah ini terdapat 
perbedaan pendapat diantara fuqoha. Hal yang dipertimbangkan dalam 
Kafa‟ah antara lain :  
a. Nasab (Keturunan)  
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Menurut Jumhur Ulama selain Malikiyah berpendapat bahwa 
nasab merupakan suatu hal yang paling penting dan masuk dalam 
Kafa‟ah.
73
 Hal ini mendasar pada hadist Nabi Muhammad SAW yang 
berbunyi: 
“Dari Ibnu Umar berkata : Orang Arab itu sekufu sesamanya, dan 
orang mawaly itu sekufu dengan sesamanya, kecuali tukang jahit dan 




Bahwa, Orang Arab sepadan dengan Orang Arab, Orang Arab 
tidak sepadan dengan orang selain orang Arab. Kabilah satu dengan 
kabilah lainnya tidak sepadan.  
Menurut Ulama Hanafiyah, nasab dalam kafa‟ah perkawinan 
hanya dikhususkan orang-orang Arab. Maka dari itu, suami istri harus 
sama kabilahnya. Sedangkan menurut Syafi‟iyah orang Quraish 
sebanding dengan orang Quraish kecuali dari Bani Hasyim dan Bani 
Muthalib. Jika ditelaah dari pendapat ini yang menjadi pertimbangan 
nasab hanya nasab dari bapak. Sedangkan Hanafiyah berpendapat 
bahwa golongan Quraish sebanding dengan Bani Hasyim.
75
 Adapun 
dalam Al-qur‟an terdapat pada Surat Al-Furqan ayat 54 
                                
“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan 
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b. Diyanah (Agama)  
Jumhur ulama sepakat bahwa agama dimasukkan dalam Kafa‟ah 
agama. Mengingat sangat pentingnya aspek ini dalam kufu. 
Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. A-Sajdah (32) Ayat 18. 
                 





Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang muslim yang 
sholih sekufu dengan perempuan yang sholihah dan tidak sekufu 
dengan orang yang fasik. Ayat menjelaskan bahwa seorang muslim satu 
dengan lainnya adalah sama. Larangan dalam dalam ayat ini hanya 
untuk dalam hal kafa‟ah. Perempuan yang kafir boleh dinikahi oleh 
laki-laki yang beriman. Akan tetapi, perempuan yang ahli kitab saja.
78
 
c.  Merdeka  
Merdeka dalam Kafa‟ah perkawinan adalah seseorang tersebut 
bukan seorang budak. Jumhur ulama sepakat unsur ini dimasukkan 
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 Berdasarkan QS. An-Nahl ayat 75 
                          
                         
          
“Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang 
dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang 
yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan 
sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, 
Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi 
kebanyakan mereka tiada mengetahui.”
79
 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang budak yang dimiliki 
tuannya tidak dapat berbuat sesuatu kecuali atas perintah dari tuannya.  
c. Pekerjaan (Profesi)  
Pekerjaan atau profesi diartikan sebagai mata pencahariannya 
seorang laki-laki yang dapat menjamin nafkah keluarganya. Jumhur 
ulama selain Ulama Malikiyah sepakat memasukkan pekerjaan dalam 
Kafa‟ah. Untuk kriteria Kafa‟ah tentang profesi atau kedudukan usaha 




Ulama yang menjadikan profesi sebagai salah satu kriteria 
Kafa‟ah berdalil dengan hadist yang kebanyakan ulama tidak 
menilainya sebagai hadist shahih yang bunyinya: 
                                                             
79
Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: Penerbit Jabal, 
2010), h. 275 
80
Ibid,  h. 142 
48 
 
“Orang Arab itu sekufu sesamanya, dan orang mawaly itu sekufu 





d. Harta Kekayaan 
Harta kekayaan disini dimaksudkan adalah harta kekayaan suami 
untuk memberikan nafkah kepada keluargannya. Menurut sebagian 
Ulama Syafi‟iyah tidak menganggap harta kekayaan sebagai suatu hal 
yang penting. Mengingat harta itu bisa datang dan pergi sewaktu-waktu. 




Sedangkan, Menurut Ulama Hanafiyah, Ulama Hanabilah dan 
sebagian Ulama Syafi‟iyah harta merupakan sesuatu yang penting 
dalam Kafa‟ah28. Berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW yang 
berbunyi :  
“Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata: Rasulullah 
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C. Tinjauan Pustaka 
Sejauh pengetahuan penulis, hingga saat ini telah banyak ditemukan 
penelitian, tulisan karya ilmiah yang membahas mengenai Konsep Kafa‟ah 
dalam Perkawinan. Maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah 
ada dan berkaitan dengan objek bahasan, secara subtansial penelitian yang 
diteliti ini bukan hal yang baru. Terdapat beberapa penelitian yang relevan 
dengan judul Konsep Kafa‟ah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Partai 
Keadilan Sejahtera (Studi di DPW PKS Lampung). Adapun beberapa karya 
ilmiah yang pernah ditulis oleh penulis lain adalah sebagai berikut : 
Wawan setiawan dalam skripsinya, hasil penelitian lapangan tentang 
“Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Jama‟ah Lembaga Dakwah Islam 
Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati.”. Adapun 
masalah yang diteliti yaitu bagaimana pendapat Jama‟ah lembaga Dakwah 
Islam Indonesia tentang kafaah serta bagaimana dasar hukum jama‟ah 
lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang kafaah di desa Mojolawaran 
kecamatan Gabus kabupaten Pati. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pendapat jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang 
kafaah dan untuk mengetahui dasar hukum jamaah Lembaga Dakwah Islama 
Indonesia tentang kafaah dalam perkawinan di desa Mojolawaran kecamatan 
Gabus kabupaten Pati. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian 
kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data 
deskriptif dari pengamatan atau sumber-sumber tertulis. Maka data yang 
diperoleh baik data primer (secara langsung) adalah hasil dari field research 
50 
 
(penelitian lapangan) yaitu wawancara dengan para jamaah, imam LDII dan 
data sekunder (secara tidak langsung) yaitu literature lainnya yang relevan 
dengan permasalahan yang dikaji. Adapun metode pengumpulan data yaitu 
dengan interview, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data 
menggunakan metode deskriptif, yaitu menerangkan serta menjelaskan secara 
mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
Hasil dari penelitian yang penulis lakukan; Menurut LDII, yang dimaksud 
sekufu dalam perkawinan adalah satu aliran dengan mereka, yakni LDII. 
Mengenai masalah kafaah ini, para jumhur ulama‟ dari mazhab Maliki, 
Hanafi, Syafi‟i, dan Hambali berbeda pendapat dengan konsep kafa‟ah yang 
diterapkan oleh LDII. Mereka sama sekali tidak menyebutkan aliran atau 
golongan sebagai syarat kafaah. Dasar hukum yang dipakai oleh Lembaga 
Dakwah Islam Indonesia (LDII) adalah Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21 dan 
dikuatkan dengan Hadist Bukhari dan Muslim. Walaupun tidak dijelaskan 
secara langsung, namun dari dasar itulah para ulama‟ LDII dapat menafsirkan 
bahwa golongan merupakan syarat kafa‟ah. Akan tetapi, setelah penulis 
menggali lebih jauh dengan membandingkan beberapa tafsir lain, seperti 
tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Mishbah, tafsir Fi Zhilalil-Quran, tafsir Ibnu 
Katsir, tafsirAl-Qur‟anul Majid An-Nur, Shafwatut Tafasir, dan tafsir Al-
Imam Asy-Syafi‟i, tidak ada satu pun yang menyatakan bahwasanya 
golongan atau aliran adalah syarat kafaah dalam perkawinan.
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Haerul Anwar di dalam penelitiannya temasuk penelitian hukum 
normatif atau doktrinal, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti 
bahan pustaka atau bahan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, 
bahan hukum sekunder dan bahan hkum tersier, bahan bahan hukum tersebut 
disusun secara sistematis kemudian ditarik suatu kesimplan dengan 
hubungannya dengan masalah yang diteliti. Islam, pada dasarnya tidak 
menetapkan bahwa seorang laki laki hanya boleh menikah dengan perempuan 
yang sama kedudukanya, baik dalam kedudukan,  harta,  suku dan 
sebagainya. Islam tidak membuat aturan mengenai kafa‟ah, tetapi manusialah 
yang menetapkannya. Islam memandang bahwa manusia diciptakan sama. 
Tidak menetapkan orang yang tidak mampu tidak boleh menikah dengan 
orang mampu, orang arab tidak boleh menikah dengan orang non arab dan 
sebagainya. Untuk dapat membentuk dan menciptakan suatu keluarga 
yang sakinah mawaddah dan rahmah, para ulama menganjurkan agar ada 
keseimbanga, keserasian, kesepadanan (ada unsur kafa‟ah) antara calon 
suami isteri. Pasal 2 ayat 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 kalau 
ditinjau dari konsep Kafa‟ah maka prinsip kesejajaran dalam masalah agama 
yang dianut oleh masing-masing mempelai harus sama meskipun tidak secara 
tegas Negara melarang terjadinya perkawinan antar agama yang berbeda. 
Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “ tidak sekufu tidak 
dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali 
tidak sekufu (kafa‟ah)karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.” 
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Abu Bakar Khazali dalam skripsinya tentang konsep kafaah sebagai 
salah satu pertimbangan perkawinan menurut Mazhab Syafi'i digunakan 
sebagai syarat luzum atau prasyarat untuk menikah. Artinya, perkawinan 
pasangan yang tidak setia masih legal. Hanya jika wali tidak setuju dengan 
pernikahan tersebut, dia berhak untuk membatalkan pernikahan tersebut. 
Pengangkatan mazhab Imam Syafi'i berorientasi pada saling menguntungkan 
yaitu menghindari perpecahan dalam keluarga dan menghindari munculnya 
aib akibat perkawinan yang belum menikah. Dengan demikian, dapat 
disederhanakan untuk mengatakan bahwa seorang wanita boleh menikah 
dengan pria yang tidak bolong selama dia setuju dengan ini dan begitu juga 
dengan walinya. Atau wali boleh menikahi wanita dengan non-paksa selama 
wanita tersebut diberitahu tentang kondisi calon suaminya dengan jelas dan 
dia menerimanya sehingga pernikahan itu sah.
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Meskipun penelitian terdahulu diatas memiliki kemiripan, tetapi 
penelitian ini cukup berbeda dengan yang telah ada. Fokus dari pembahasan 
yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif kafa‟ah 
dalam perkawinan menurut PKS dan implementasi kafa‟ah di dalam 
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